LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA
-NOMOR TAHUN 2019
TENTANG

FETUNJUK  TEKNIS PENYALURAN  BANTUAN
PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN  OLAHRAGA
DAERAH, NASIONAL, INTERNASIONAL, DAN
PENGELOLAAN PEMUSATAN PELATIHAN OLAHRAGA
NASIONAL

A. LATAR BELAKANG
Organisasi olahraga dan lembaga olahraga lainnya merupaken organisasi
yang memiliki akses secara langsung dalam pengelolaan dan pembinaan
bagi clahragawan. Penyelenggaraan pembinaan olahraga sebagai bagian
dari fungsi sosial perlu diberikan dukungan baik moril maupun materil
demi pencapaian sasaran pembinaan dan pengembangan olahraga
prestasi,

Dalarn  melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara
optimal, organisasi dan lembaga olahraga masih sering mendapat
hambatan mengingat keterbatasan anggaran biéya dan kompleknya
permasalahan serta semakin beratnya tantangan yang dihadapi.

Oleh  karena itu, sesuai dengan amanah Undang-undang Sistem
Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keélah:aga.an
Nasional pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa sistem keolahragaan
nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara
terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan
yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan,
pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan
yang demokraiis dan tidak diskriminatif, juga khususnya pada Pasal 15
yang menyebutkan ”Pameriniah darn Pemerintah Daerah

berfanggungiawab untuk mewfudian tujuan penyelenggama;t
keolahragaan nasional’,



Dengan berpijak pada Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasgional
Namor 2 Tahun 2005, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai satu
satunya wakil pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan dan
pengembangan olahraga prestasi, sehingga pemerintah perlu memfasilitasi
Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan lembaga olahraga
lainnya. Mengingat dukungan dana yang dialokasikan untuk membantu
pembinaan, pengemba.ﬁgan dan peningkatan prestasi olahraga baik yang
berada di bawah Induk Organisasi Cabang Olahraga maupun lembaga
olahraga lainnya, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), maka segala sesuatu yang berhubungan dengan

penggunaan dana tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaloy.

Mesldpun bentuk bantuan yang diberikan masih sangat terbatas, namun
untuk mewujudkan  transparansi dan akuntabilitas  pelaksanaan
program, maka dana APBN yang diberikan melahii kegiatan bantuan dalam
bentuk transfer uang (langsung) perlu ditata secara bak dan

gistematis.

Dengen  demikian semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
hantuan yang termasuk dalam kriteria pada uraian Petunjuk Teknis ini

dapat melaksanakan kegiatan dan mempertanggingjawabkan dengan baik
sesuai Alkuntabilitas Keuangan.

B. TUJUAN PENGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Tujuan penyaluran bantuan pemerintah merupakan dana stimulan

adalah sebagai berilkut:

1. Guna membantu kelancaran pembinaan, pengembangan, dan
peningkatan olahraga prestasi;

2. Sebagai acuan bagi proses dan mekanisme pengelolaan kegiatan dan
pertanggungjawaban keuangan bantuan kepada Induk Organisasi
Cabang QOlahraga, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tanggungjawah dan perhatian pemerintah dalam rangka pembinaan
cabang olahraga prestasi untuk pengembangan prestasi olahraga baik
daerah, nasional maupun internasional.
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C. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
Bantuan Pemerintah diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga
melalui anggaran yang dialokasikan pada Asisten Deputi Olahraga
Prestasi pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,
diberikan kepada :

1)

2)
3}

Induk Organisasi Cabang Olahraga yang terdaftar dan/ atau diakui/
tergabung pada Komite Olahraga Nasional Indonesia {KONI);

NPC Indonesia;

Lembaga olahraga lainnya yang mempunyai komitmen untuk -
memajukan olahraga prestasi dengan ketentuan memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

D. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
Pada proses pemberian bantuan ada beberapa persyaratan calon penerima
bantuan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif umum:

a. Mengajukan proposal yang dilengkapi dengan surat permchonan
yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan
tembusan:

- Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahrags;
- Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

b. Lampiran proposal yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau
sebutan lain atau sekurang-kurangnya ditandatangani Sekretaris
organisasi olahraga atau Sekretaris Jenderal Induk Organisasi
Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga lainnya,
dengan penulisan proposal sekurang-kurangnya memuat:

1) Latar Belakang;

2) Dasar Pelaksanaan;

3) Nama Kegiatan;

4}  Tujuan Kegiatan;

o) Hasil yang diharapkan:

B) Waktu dan Tempat Pelaksanaan;

7) Jadwal (Rundown) kegiatan;

. 8)  Undangan (Invitation Letter) untuk pengiriman Tim mengikuti

Even Internasional;
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2]  Jumlah Peserta;

10) Busunan Kepanitiaan;

11l) Susunan Pengurus; _

.. 12) Rincian Anggaran Biaya yang dibutuhkan (rincian sesuai
' dengan jenis pengcluaran; ' '

13} Penutup;

- Foto copy Akta pendirian (Akta Notaris) Induk Organisasi Cabang
Olahraga, NPC' Indonesia dan Lembaga Olahraga .hmnya'.jfaﬁg
bersifat autentik atau yang dilegalisasi dan/atau foto copy
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Induk Organisasi
Cabang Olahrage, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga Iainnya;
.Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Induk
Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga.
Olahraga lainnys;

. Foto copy Nomor Rekening yang masih aktif a.n. Induk Organisasi
Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga lainnya
‘yang masih aktif; '

. Surat Kepengurusan Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC
Indonesia dan Lembaga Olahraga lainnya yﬁng masih berlaku;

. Foto copy surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
.Pengiriman tim/kontingen mengikuti kejuaraan di luar negeri
wajibh mendapat ijin dari Kementerian Sekretariat Negara seésuai ..
dengan PMK No. 227 /PMK.05/2016 tentang Perubahan PMK No.
164/PMK.05/2015 tentsng Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan
I}inas Luar Negeri.

i. Untuk Aparatur Sipil Negara {ASN) wajib menggunakan Pasport
Dinas dengan persetijuan dari Kementerian Luar Negeri {Exit
Permite),

. Persyaratan khusus

a. Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga
Olahraga lainnya yang mengajukan permohonan bantuan adalah’
organisasi olahraga yang tidak sedang bermasalah dengan hukum -
dan/atau permasalahan organisasi lainnya; : _
b. Wajib mencantumkan Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga, ’
dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang mendapat bantuan -
oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
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3. Untuk lembaga olahraga yvang mengapkan permnhnnan bantuan _
harus melengkapi rekemendasi dari Dispora atau PP/PB, Ca.bang
Olahraga masing masing sesuai tingkatan penyelenggaraan kegiatan,
agar hasil keluarannya diakui secara resmi.

E. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH
Bantuan Pemerintah yang diberikan cleh Kementerian Pemuda dan
Olahraga melalui anggaran yang dialokasikan pada Asisten Deput
Olahraga Prestasi pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi
Olahraga berupa uang yang ditransfer melalii KPPN Jakarta III.

F. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH _
Besaran dana bantuan pemerintah yang disalurkan kepada Induk
Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga
lainnya ditetapkan dengen Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
{PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran {KPA).

G. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Penerima Bantuan.

2. Dalam proses penetapannya, PPK dapat menunjuk Tim seleksi
bantuan yang ditetapkan oleh PPK atau meminta bantuan tim
seleksi bantuan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
Berita acara tersebut merupakan salah satu masukan atau
rekomendasi bagi PPK untuk menentukan penerima Bantuan.

3. Apabila permohonan peneﬁma bantuan disetujui, maka Berita Acara
Seleksi dapat dijadikan' sebagai bahan pertimbangan yang tidak
mengikat bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan
Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

4. Surat Keputusan pencrima bantuan pe:}lcrhltah merupékian dasar
pemberian bantuan pemerintah, yang paling sedikit memat:-

a] Identitas penerima bantuan;
b) Nominal uang;

¢] Nomor rekening;

d) NPWP;

€] dan alamat penerima bantuan,
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. Penetapan Surat Keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan

pengesahan  Surat Keputusan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.

. Pencairan Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Permnerintah

yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen yang disahkan Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan
berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen
dengan Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC
Indonesia dan Lembaga Olahraga lainnva.

. Apabila Ketua Umum atau sebutan lainnya berhalangan, maka dapat

diwakili dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 vang
ditandatangani oleh Ketua Umurm atau sebutan lainnya.

. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat paling sedikit memuat:

a} Hak dan kewajiban kedua belah pihak;

b) Jumlah bantuan yang diberikan;

c) Tata cara dan syarat penggunaan;

d) Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk
menggunakan bantuan sesual dengan rencana vang telah
disepakati;

¢) Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk

menyetorkan sisa dana yang tHdak digunakan ke Kas Negara;

Sanksi;

=

g) Penyampaian laporan penggunaan dana sccara berkala kepada
Pgjabat Pernbuat Komitmen;

h] Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat
Komitmen setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

9. Pencairan Bantuan Pemerintah di lingkungan Asisten Deputi Olahraga

Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dapat
dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

10.Penentuan pencairan secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen dengan mempertimbangkan jumlah dana
dan wakiu pelaksanaan kegiatan.

11.Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan

dengan cara sebagai berikut:

1) Pengajuan permchonan pencairan dana secara sekaligus atau tahap
satu dilampiri;

=12 -



a] Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima
bantuan;

b) Kuitansi bukti penerimaan vang yang telah ditandatangani oleh
penerimna bantuan;

¢] Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Pejabat Pembuat
Kamitmnen;

d) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pihak penerima
bantuan;
e) Surat Pertangsungiawaban Belanja (SPTJB) pihak penerima
bantuan
2) Pengajuan permohonan pencairan dana tahap II atau selanjutnya
dilampiri :
a) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
penerima bantuan;
b) Laporan kemajuan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani
oleh ketua umum atau sebutan lainnya penerima bantuan;
c) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak penerima bantuan.
12.Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengujian terhadap dokumen
permchonan pencairan, menandatangani perjanjlan kerjasama dan
mengesahkan kuitansi bukti penerimaan, serta menerbitkan SPP
setelah pengujian.

H. PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
Penggunaan dana Bantuan Pemerintah  digunakan untuk

penyelenggaraan

a. Bidang Daerah
Penggunaan bantuan pemerintah untuk penyelenggarasn kejuaraan
olahraga daerah antara lain :
1) Honorarium panitia dan perangkat pertandingan;
2} Biaya perjalanamn;
3} Uang harian (panitia dan perangkat pertandingan);
4] Transport lokal;
5] Pembelian perlengkapan tanding (barang habis pakai);
6) Akomodasi dan Konsumsi;
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7} Balanja bahan (Pembelian ATK, penggandaan/foto copy -::Ian
perlengkapan, dll);

8) Sewa-sewa (Tempat pertandingan, kendaraan, tenda, peralatan '
tanding, dli);

9) Tropi, medali, sertifikat dan;

10) Uang pembinaan,

b. Bidang Nasional .
Pengpunaan bantuan pemerintah untuk penyeclenggaraan kejuaraan
vlahraga nasional antara lain :

1) Honorariumn panitia dan perangkat pertandingan;

2) Biaya perjalanan;

3) Uang harian (panitia dan perangkat pertandingan);

4) Transport lokal;

5) Pembelian perlengkapan tanding (barang habis pakai);

6) Akomodasi dan Konsumsi (Panitia dan Perangkat Pertadingan);

7} Akomeodasi dan Konsumsi NPC Indonesia {Peserta Panitia dan
Perangkat Pertadingan);

8) Belanja bahan (Pembelian ATK, penggandaan/foto copy dan :
perlengkapan, dil);

9) Sewa-sewa (Tempat pertandingan, kendaraan, tenda, peralatan
tanding, dllj;

10) Tropi, medali, sertifikat dan;

11) Uang pembinaan.

c. Bidang Pengelolaan Pemusataan Pelatihan Olahraga Nasional
Penggunaan bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan kejuaraan
olahraga Pengelolaan Pemusataan Pelatihan Olahraga Nasional antara
lain : '

1) Biaya perjalanan (Tiket, Uang Harian);
2} Pembelian perlengkapan Kontingen:
3) Pembuatan Visa, :

4} Biaya Pendaftaraan (Entry Fee);

5) ATK dan Penggandaan bahan:
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